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PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 21 TAHUN 2003

TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang - a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan l/ndang-
undang Nomor |8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Dacrah dan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah,
perlu pengaturan mengenai Retribusi [zin Usaha
Industrt;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas.
perlu menyusun dan menctapkan Peraturan Daerah
Kota Magelang tentang Retribusi  1zin Usaha
Industri.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan
Jawa Baralt:

2

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981
Nomor 76, lambahan Lembaran Negara Nomor
3209 ).

3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 lentang
Perindustrian  (Lembaran Negara Tahun |94
Nomor 22. Tambahan [Lembaran Negara Nomor
3274):

32

4. Undang - ..

]

Scanned by TapScanner



6.

9.

10

“'“"”U!-umi;m;: Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha
Keal (Lembaran Negara Tahun 1995, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3611,

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak  Dacrah dan Retribust Dacrah sebaganmana
telah diubah  dengan Undang-undang - Nomo 34
LFahun 2000 (I embaran Negara Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan 1 embaran Negara Nomor 4048).

lhuium:-uml:mg Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemernntahan Dacrah  (Lembaran  Negara  Tahun

1999 Nomor 60, tambahan | .embaran Negara Nomor
3839

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
erimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Jacrah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72
tambahan [.embaran Negara Nomor 3848).

Peraturan Pemermtah Nomor | Tahun 1957 entang
Penyvaluran  Perusahaan-perusahaan (1 embaran
Negara Rl Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan
[.embaran Nepara R Nomor | 144):

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
kewenangan Pemenintah dan Kewenangan Propinsi
sehagar Dacrah Otonom (L.embaran Negara 'Tahun

2000 Nomor 54, Tambahan | embaran  Negara
Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribust Dacrah (Lembaran Negara Tahun 200
Nomor 119, tambahan lembaran Negara Nomor

4139).

Keputusan Mentent Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 234MPP/Kep/ 971997 tentang  Kritenia
Industri Kectl dan Perdagangan Keail dilingkungan
Departemen Perindustrian dan Perdagangan:

Keputusan Mentert Dalam Negen Nomor 174 Tahun
1997 tentang  Pedoman  Pemungutan  Retribusi
Daerah.
= ]
3. Keputusan

e
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13, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun
1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang
Retribus; Daerah:

14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 590/MPP/Kep/10/1999, tentang Ketentuan
dan Tata cara Pemberian Izin Usaha Industri, [zin
Perluasan dan Tanda daftar Industri:

I5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun
1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi
Pajak Daerah. Retribusi Daerah dan Pencrimaan
Pendapatan lain-lain:

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA
MAGELANG TENTANG RETRIBLUSI

IZIN USAHA INDUSTRI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Dacrah in1 yang dimaksud dengan
2 Daerah adalah Kota Magelang:
b Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kota Magelang:
Walikota adalah Walikota Magelang:

ditunjuk adalah Pejabat vang ditunjuk oleh Walikota
wewenang untuk menyelesaikan masalah tata cara
'saha Industri;

d. Pe¢jabat yang
dan diber
pemberian 1zin [

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal adalah

€. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota
[
Magelang.

t. Industri. ..
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L Industri a4 |
h‘lh'l‘ ”h ddalah Kegiatan ekonomi vang mengolah bahan nwn;ah._
h; an  bakuy. barang selengah jadi dan atau barang jadi menjadi

arang  deno- _ nenjac
u_‘m.i__ deng}m nilar yvane lebth unggr untuk  penggunaannyd
1asuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;

g. (ljhdun;__! Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan
chgan cabang industri atay jenis industrr:

h. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan keglatan
usaha dibidang usaha industri vane dapat berbentuk pcrorangan,
perusahaan, persekutuan atau badan hukum:

L. Jenis Industri - adalah bagian dari suatu cabang industrt yang
mempunyar ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir
dalam proses produksi:

J. Perluasan Perusahaan Industn vang selanjutnya disebut Perluasan
adalah penambahan Kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh
perseratus) darn Kapasitas produksi vang telah diizinkan,

K. Investasi adalah nilai modal perusahaan seluruhnva yang ditanamkan
untuk menjalankan usaha industri udak termasuk nilai tanah dan
bangunan tempat usahanya;

. Izin Usaha Industni vang selanjutnya disebut [Ul adalah izin
mendirikan perusahaan industri bagi perusahaan industri menegah
dan perusahaan industri besar:

Tanda Daftar Industri vang selanjutnva disebut TDI adalah izin
untuk mendirikan perusahaan industrni kecil;

[zin Perluasan adalah 1zin penambahan kapasitas produksi melebihi
30 % (tiga puluh perseratus ) dan Kapasitas produksi vang tclah

diizinkan:

Yang disebut pemilik dan/atau penguasa adalah semua pihak yang
menjadi pemilik dan/atau penguasa industri: -

Retribusi  Dacrah,  yang sclanjutnya  disebut  retribusi adalah
pungutan dacrah sebagar pembavaran atas :iLH:'l dlau pemberian 171n
tertentu vang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah
Dacrah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

q. Retribusy
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! E::]:L}::_:];:m[:u‘l];gman Tertentu adalah Relribus_i ula_f; erg_iatz'm'lcﬂcnm

Lk acrah dalam rangka pemberian 1zin kepada orang

pribadi atau badan hukum, vang dimaksudkan untuk pembinaan.

: pengendalian  dan pengawasan  alas kegiatan

PCmantaatan ruang. penggunaan sumber dava alam, ha_rung,

Prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan
umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

Pcngaturan,

[ 11 s - ; ,

r. Wapb Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurul
peraturan  perundang-undangan  retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi. termasuk pemungut atau pemotong
retribusi tertentu:

S.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang nl?fupﬂki‘n
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perzinan tertentu dari Pemerintah Daerah yvang bersangkutan.

t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat d?aingkal SP_(RD.
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
yang terutang.

u_ Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang dupgl di.singl-;al
SPTRD adalah surat vang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk
melaporkan perhitungan dan pembayaran yang lerutang menurut
Peraturan Retribust:

v Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah
| ‘ural untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi
S 2

berupa bunga dan atau denda:

Setoran Retribust Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah
Surat . ﬂ UD diounakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan
surat yang 11;.1 penyctoran retribusi vang terutang Ke Kas Daerah
pcmhku}':gs]np; ne bavaran lain vang ditetapkan oleh walikota:
atau K¢ '

W.

¢ ototapan Retribust Daerah Lebith Bayar yang sclanjutnya
v I\LIL‘-;{E’RDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan
i -

disimgk bkl pembayaran retribust  karena jumlah Kkredit
ium}ah | 1\|L}:1h hesar dari pada retribusi vang terutang atau tidak
retribust i€ ‘
seharusnya terutang

Retribusi Daecrah adalah perincian besarnya retribusi
Perhitungan _b."\‘ - oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi. bunga.
yang harus ) d‘;h-n-uuﬂ retribusi. kelebthan pembavaran retribusi
L ekyrangan pemuear® ..
kekurane Lsi udrnlﬂl‘-‘*ml*""

maupun Saii: z. Pembavaran. ..
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z. Pembayaran Retrib

| - ow b € arus
- , usi Daerah adalah besarnya kew ajiban yang h
dipenuhi oleh Waj

ib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke

Kas Dacrah atay Ketempat lain vang ditunjuk dengan batas waktu
yang telah ditentukan: '

aa. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas namd WHJ‘P
Retribusi yang tercantum pada STRD. SKRDKRB dan SKRDKBI
yang belum kedaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
bb.Pemeriksaan adalah  serangkalan  kegiatan untuk  mencarl
mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan
Retribust dan untuk tyjuan lam  dalam rangka melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan
Retribusi:

CC. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan

Retribusi adalah serangkaian tindakan yvang dilakukan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil. yang selanjutnya disebut Penyidik. untuk
mencari serta mengumpulkan bukti vang dengan bukti 1tu mcm_buatﬁ
terang tindak pidana di bidang perpajakan Dacrah dan Retribusi
yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan dan pungutan retribusi 1zin
Usaha Industri agar sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Memberikan iklim berusaha vang baik bagi Usaha Industri agar dapat
berjalan tertib dan aman serta memberikan kenyamanan berusaha dan
mencegah terjadinya persaingan tidak schat.

3) Memberikan dasar hukum untuk pungutan retribust lzin Usaha Industri
( agar menjad <alah satu sumber Pendapatan Ashi Daerah (PAD).

(4) Memberikan dasar hukum dalam rangka pengawasan dan pembinaan Izin
Usaha Industri.

BAB I11. ..

6
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BAB 111
NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUS]

Pasal 3

l [)I.:I L} ‘ ’ oo _ | | | |
( }nr 1“: h nama Retribusi 12 Usaha Industri dipungut Retribusi bagr setiap
L 2 Als vads : ‘ | 1 "

e alad badan hukum vang mendapatkan pelayanan [zin Usaha Industri.

M\ Q T
(2) Subyek  Rertibusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang
memperoleh Izin Usaha Industri

(3) Obyek Retribusi adalah Pemberian 1zin Usaha kepada orang pribadi atau
badan hukum.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 4

(1) Retribusi Izin Usaha Industri termasuk golongan retribusi perizinan
ertentu.

(2) Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kota Magelang.
BAB Y
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN
IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 5

Tingkat penggunaan Izin Usaha Industri didasarkan atas nilai investasi tidak
termasuk tanah dan bangunan.

BAB VI
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

vang dianut dalam penetapan besarnya tarif retribusi [zin
sitle ada tujuan untuk menutup sehagian atau sama
pembertan [zin Usaha Industri

Prinsip dan sasararn
. A R e
Isaha Industr didasarkan | !
. ua penyelenggaradl

dengan biaya penyclenggard

BAB VII

5
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ST ieTs: ~ BABVII
(UKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUS

Pasal 7

(1) Besarnya tarip retribuc 1o: ' ber
ya larip retribusi Izin Usaha Industri ditetapkan sebagai berikut
‘l. lrl \ . 4 P h I .
a. Industri Kecil dengan investasi sampai dengan Rp.5.000.000 -(hma juta

rupi; Idak termasuk '
P llilllulul\ lermasuk tanah dan bangunan, sehesar Rp. 20.000,- (dua
puluh ribu rupiah)

Indl_mru Keeil dengan investasi lebih besar Rp.5.000.000,-(lima juta
rupiah) sampar dengan Rp S0.000.000,-(hma puluh juta rupiah) tidak

termasuk tanah dan bangunan, sebesar Rp. 25.000.- (dua puluh lima
ribu rupiah).

C. !ndu:ﬂri Keeil dengan investasi lebih besar Rp.50.000.000.-(lima puluh
Juta rupiah) sampai dengan Rp.75.000.000 -(tujuh puluh hma  juta
rupiah) udak termasuk tanah dan bangunan, sebesar Rp. 40.000.-
(empat puluh ribu rupiah).

d. Industri Kecil dengan investasi lebih besar Rp.75.000.000,~(tujuh
puluh hima juta rupiah) sampar dengan Rp. 100.000.000 -(seratus juta
ruptah) tidak termasuk tanah dan bangunan, sebesar Rp. 50.000.- (lima
puluh ribu rupiah).

Industri Kecil dengan imvestast Iebih besar Rp. 100,000,000 -(seratus
juta rupiah) sampai dengan Rp 150.000.000 -(seratus lima puluh juta
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, scbesar Rp. 75.000.-
(tujuh puluh lima ribu rupiah).

g”

¢ Industri Kecil dengan investast lebih besar Rp 150.000.000,~(seratus
lima puluh  juta rupiah) sampas dengan Rp 200000 000 -(dua ratus
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, sebesar Rp. 100 000, -

-{:-‘-t.l'l':llllﬁ ribu rupiah).

Industri Menengah dengan investast lebih besar - Rp. 200,000,000 -
jutil ruptah) sampal dengan Rp. 1.000 000000 -(Satu miliar

(dua ratus
1k termasuk tanah dan bangunan, sebesar Rp. 200.000 - (dua

rupiah) tidak |
ratus ribu rupiah),
h Industri Menengah denean investast lebth besar — Rp1.000.000 000). -
1. ndus | 24 £

(Satu mihar rupiah) sampal dengan Rp. 5.000.000.000.- (I.ima milliar

yiah) tidak termasuk tanah dan bangunan. sebesar Rp. S00.000) -
rupi .

(lima ratus ribu ruprah).
. jenean investasi diatas Rp. 5.000.000 000.- (Iima

: (r1 Besar
i Industrt Bes ~masuk tanah dan bangunan, sebesar Rp. 1.000 000.-

milliar) udak €
(satu Juld ruptah).

(2) Besarnva ...

8
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2) Besamva Tarif :o: -
| ilu'cqta},ilbllml 12in perluasan didasarkan pada jumlah seluruh nilal
SIAS1 baru akibat perluasan, sehagaimana dimaksud ayat (1) Pasal .

.
D) Untuk pe . a D ietrasi
‘ K permohonan pendaftaran ulang dikenakan Beaya administrasl
sebesar 100 © = '

* o (Seratus perseratus) dari besarnya retribusi yang harus
dibayar, *

(4) ]-’;t:lcrlumhul;m permohonan daftar ulang untuk 1 (satu) bulan dikenakan
denda sebesar 10 % (Sepuluh perseratus) dari besarnya retribusi yang
harus dibayar.

BAB VII |
MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG

Pasal 8
(1) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.
(2) Retribusi terutang terjadi pada saat diberikannya Izin Usaha Industri.
Pasal 9
(1) Setiap wajib retribusi wajib mengist SPTRD.
0 SPTRD g ol 3 ) P 5 s
kuasanya

Bentuk. isi dan tata card pengisian serta pengembalian SPTRD ditetapkan
(3) Bentuk.
oleh Walikota.

BAB VIII
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 10

R ‘(ribust herdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD/
(1) Penctapan B¢ ipersamakan

dokumen lain yans | o r
RD tidak dipenuhi oleh Wajb Retribusi sebagaimana
(2) Dalam hal SPT SKRD karena jabatan.

- diterbitkan
mestinya, maka ditert

(3) Bentuk ...

9
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(3) Bentuk, isj

ditet SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini

apkan oleh Walikota

Pasal 11

-‘tpabllu berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data
\:.mi semula belum terungkap schingga menycbabkan penambahan jumlah
retribusi yang lerutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak m;njbaya; lepat pada waktunya atau kurang
bavar. dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua
mm::rdfusi setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang tidak atau kurang
erser: e
Il::-:a.)-':ar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

Retribusi 1210 (/saha Industri di lakukan dj Kas Daerah atau
(1) Pembayaran cang  ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan
am ¥« : - il
tempat 1121]1 " L‘,KED- SKRD jabatan dan SKRD Tambahan.
menggulic |
n dilakukan di tempat vang ditunjuk. maka hasil
< disetor ke Kas Daerah sclambat-lambatnya 1 x
ang ditentukan oleh Walikota.

hal pembayard

enerimaan R etribus! haru
’ 4tau dalam waktu )

(3) Apabila ...

10
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3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewa waktu yang di
tentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal int. maka dikenakan
sanksi bunga sebesar 2 % (Ejua perseratus) setiap bulan dengan
menerbitkan STRD.

Pasal 15

(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.

sinkan kepada wajib

(2) Walikota atau pejabat vy uniuk dapat mengl
pejabat yang ditunjuk dap gjangka valcty tertentu

retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam
dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
(3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal
ini ditetapkan oleh Walikota.
(4) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizipkan kepladia w‘a_]lb
retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampal batas waktu yang
ditentukan dengan alasan yang dapal dipertanggungjawabkan.

Pasal 16

ibusi baik melalui Kas Daerah maupun ditempat

“ e bayaran Retr .
(1) hetiap PEES diberikan tanda bukti pembayaran.

lain yang ditunjuk harus
(2) Setuiap pembayaran dicatat dalam buku pencrimaan.

ualitas, ukuran Buku dan tanda bukt pembayaran Retribusi

Bentuk. 1si. K _
w kan oleh Walikota.

ditetap
BAB \lI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17
irat tcnuranr"pcringatam’sural lain yang sejenis sebagai awal
:ngeluaran = - | Retribusi dikeluarkan segera setelah 7
(l) PLnge e anaA4n anuﬂlhﬁn cLlrl . g - 8
. ' Cl‘_]_k:-..,lnddl -

jangka  wakut | (tujuh) hari sctelah tanggal  surat
B s v i\ vang sejenis. wajib retribusi harus melunasi
] an/perngatddy \
teguran/perttis okt
retribusiny @ yang terutang
aimana d
surat 1 an :-:ch:.tg__'.dm_uﬂp
(3) Surat o at yang dituniuk

curat la

imaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan

Pasal 18 ...

1
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Pasal 18

Bentuk-bentuk ¢ . .
rclrihukq‘ht.ritu}\ l.nrm”l” Yang dipergunakan untuk pelaksanaan pcnug1i1:&11_
dite n'l sebagaimang dimaksud Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah 1ni
Itetapkan oleh Walikota,

= BAB XIII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
Retribusi.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan
‘iTRD vane dalam pencrbitannya terdapat Kesalahan tulis, kesalahan
hitune dan atau kekeliruan dalam pencrapan  peraturan  perundang-

undangan Retribusi Dacrah.

usi dapat mengajukan  permohonan  pengurangan atau
anksi adminmistrast berupa bunga dan kenaikan Retribusi
dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib
esalahannya.

(2) Wanb Retnb
penghapusan s
vane terutang
Rclﬁhusi qtau bukan K

dapat mengajukan  permohonan  pengurangan atau

(3) Wajib Retribt Retribusi vang udak benar.

pembatalan Ketetapan

(4) Permohonan

12
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) Permohonan pe al ini
ohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ni,

*NnNonr: . \ !
2;“;1”&!1:4:1!1 Ketetapan, penghapusan  atau  pengurangan .z,ankm
adinnistras: - sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 1 dan
pembatal \

_ an sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini disampaikan
Ztiml"fl tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota atau pejabat yang
lu‘"uuk Pilllllg liunli 3“ {[Igu pul”h‘] hu[‘i ﬁﬂi[lk [u"ggﬂl dilﬂnnul bl\l{l)

dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk
mendukung permohonannya.

. Kt}'pu_lus;m atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal
Ini dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3
(iga) bulan sejak surat permohonan diterima.

6) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan scbagaimana dimaksud pada
ayat (5) Pasal ini Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan
kKeputusan, maka permohonan pembetulan,  pengurangan ketetapan,

penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan
dianggap dikabulkan.

KEBERATAN

Pasal 21

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hun:.-:a kr:puda‘ Walikota atau
pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
harus disampaikan sccara tertulis paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal
c15‘[(RD hdilerbilkan dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib
LR tribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi

{:: ’ . . " F
karena keadaan diluar kckuasaannya.

3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak
(3) rengajtc

da kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan
menund

Retribusi.

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
(4) Walikota , *

gal sural keberatan diterima harus memberi Keputusan atas
sejak tanggal -

keberatan yang diajukan.

kg waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini telah
(d) Apub”ui‘m}’\.;,-'ulikﬂlﬂ (idak membert suatu  Keputusan, permohonan
lewat dan -

1K an.
keberatan dianggap dikabulk
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S BAB XVI
NGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI

Pasal 22

(1) Wajib Retribusi dapat

5 mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran retribusy k

cpada Walikota.
W “ a,hkmu s f’ejubat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6
(¢nam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan

p:.mbuy:;ran retribust scbagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus
memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasal ini telah

dilampaui _dan Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan
Pengﬂljbalmn pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLKB
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal i

langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi
tersebut.

(5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebithan pembayaran retribusi dilakukan setelah
lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga
sebeggir 7 9 (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan pembayaran retribust.

BAB XVII
KADALUWARSA

Pasal 23

[Hak untuk melakukan pcnngihun retribusi. kadaluwarsa setelah melampaui
(1) Ha ktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat lcrutangnya retribusi.

jangka wa ajib Retribust melakukan tindak pidana di bidang

' f
kecuali apabila W
retribust.
K adaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(2) Kadaluwe o
Pasal 1ni tertangguh qpahﬂf. .
a. Diterbitkan Gurat Teguran, atau.
b‘ Ada pengakuan utang
langsung.

dari Wajib Retribust baik langsung maupun tidak
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BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

“}:".Ejlh_‘RElrihusi vang tidak melaksanakan kewajibannya schingga
werugikan Keuangan daerah diancam pidana kurungan paling I”‘"_” f"
(€nam) bulan dan atau dends paling banvak 4 (empat) kali jumlah retribusi
lerutang. S

(2) Tindak  pidana scbagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah
pelanggaran.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 25

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
dibert wewenang Khusus sebagar Penvidik untuk melakukan penvidikan
tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam [Undang-
undang Nomor &8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada avat (1) Pasal ini
adalah

a. Menerima, mencar, mengumpulkan dan menelit Keterangan atau

laporan berkenan  dengan tndak prdana dibidang retribusi  agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas )

b. Menchti, mencan dan mengumpulkan Keterangan mengenar orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan vang dilakukan
schubungan dengan undak pdana dibidang Retribusi.

Meminta keterangan dan bahan buku dan orang pribadi atau badan
hukum schubungan undak pidana dibidang retribusi

d. Memeriksa buku-buku. catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusa:

Meclakukan  penggeledahan  untuk  mendapatkan  bahan  buk
pembukuan. pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan
penvitaan terhadap bahan bukti tersebut;

n

f. Meminta

I T o o e e = S
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. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan (ugas
penyvidikan tindak pidal‘.;:dihidmlg retribust;

g. Menyuruh berhenti. mclarang seseorang meninggalkan ruangan atau
'‘empat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada h”’_m .

}_1. Memotret sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;

l. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
lersangka atau saksi:

). Menghentikan penyidikan; o
K. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapal di
pertanggung jawabkan,

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasih penyidikannya kepada
Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah 1 maka [Ul dan TDI yang
sekarang ada tetap masih berlaku dan dqlum J;mg.ka waktu sglamhat—
lambatnva 2 (dua) tahun agar scgera mengajukan 1zin baru sesuai dengan
ketenlua{n dalam Peraturan Daerah in.

BAB X\I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah i, sepanjang mengenai
i'. dp }lakqunaunm'u diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
teknis pelax: -

Pasal 28
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Pasal 28

Peraturay 5 %
] I)' Ny . )
acrah ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.
Agar  seti;
Setia : T . .
Peraturan tll;:] ““il"?' *dddp‘“ mengetahuinya, memerintahkan  pengundangan
L lﬂ‘ril'l "1] un ]un 2 = o . I . 2oo=m B :
Magelang. gan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kota

Ditetapkan di  Magelang
pada tanggal 23 Desember 2003.

WALIKOTA MAGELANG

\%ﬁyﬂf

H.FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 24 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

Drs. SULAEMAN HASAN

Pembina Tk |
NIP. 010 171 298

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2003 NOMOR 32
Seri C No. 4

Scanned by TapScanner



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 21 TAHUN 2003
TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI

PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah telah terjadi perubahan kewenangan
dalam wujud otonomi vang luas, nyata dan bertanggung jawab yang
berarti dacrah dituntut kemampuannya untuk mengurus kcpenliﬁguﬁ
sendiri sesual dengan potensi serta kondisi daerahnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kegiatan pembangunan
disektor Industri yvang merupakan bagian dari potensi ckunﬂmihKum
Magelang perlu distapkan dan diarahkan supaya dapat berkembane
dengan baik. berdaya guna dan berhasil guna menuju kemandirian
sektor industri di daerah. Dalam hal ini perijinan usaha dibidane
perindustrian merupakan alat untuk pembinaan, penataan, punguuusu:
serta penertiban Kegratan usaha |r_1du.-lr| menuju pada tertib  usaha
sehingga investasl disektor lndu:;t_rt dapat berkembang serta sasaran-
sasaran pembangunan dibidang perindustrian dapat diwujudkan.

Untuk itu diperlukan Ketentuan, prosedur dan Kewenangan vang
herlaku perlu disempurnakan, disederhanakan untuk disesuaikan dn.:ﬁguﬁ
makna vang vang terkandung di dalam [lndang-undung tersebut,

Sehubungan  dengan hal terscbut, maka Pemerintah Kota
perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang

Magelang |
= 'saha Industri.

R etribust Sural lzin L

IIl. PENJELLASAN

I8
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Pasal 1 huruf f

Pasal 2 s/d pasal 7 (1)

Pasal 7 ayat (2)

Pasal 7 ayal

Pasal ini memuat pengertian istilah
yang dipergunakan dalam Peraturan
Daerah ini, dengan adanya pengertian
istilah tersebut dimaksudkan untuk
mencegah timbulnya salah tafsir dan
salah pengertian dalam memahami dan
melaksanakan pasal-pasal yang
bersangkutan sehingga warga
masyarakat maupun aparatur dalam
menjalankan hak dan kewajiban dapat
berjalan dengan lancar dan dapat
dicapai tertib administrasi pemungutan
retribusi daerah.

Industri meliputi kegiatan ekonom
yang mengolah bahan baku. bahan
setengah jadi dan atau barang jadi
dengan vang lebith tinggi untuk
penggunaannya termasuk  rancang
bangun dan perekayasaan industri
kecuali kKegiatan yang dilakukan secara
instdentiil, misalnya kegiatan industn
yang tidak lebih dan 3 (tiga) bulan.

Cukup jelas

Besarnya tant 1zin perluasan sebagai
contoh adalah Investas: lama sebesar
Rp.45.000.000. -, ada perluasan
investast baru sebesar Rp. 30.000.000.-
sehingga jumlah scluruh nilar investasi
baru menjadi Rp. 75.000.000.-. maka
tarif 1zin perluasan sesuar Pasal 7 avat
(1) hurut ¢ vaitu sebesar Rp.4{).0{}ﬂ‘--

(3) s/d Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25.
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MUY o

asal 25 ayat (2) Bahan buku adalah keterangan atau
data dapat berupa catatan, pembukuan
sera dokumen- dokumen yang
berkaitan dengan retribusi.

Yeaw e

Pasal 26 U1 TDI dan Jzin Perluasan yang telah
dimiliki  oleh  perusahaan dalam
Peraturan Daerah ini dianggap berlaku
selama 5 (lima) tahun scjak diterbitkan
oleh pejabat yang  berwenang
mengeluarkan (UL TDI atau Valy
Perluasan. schingga apabila TUL TDI
atau Izin Perluasan  telah berlaku 5
(lima) tahun  atau  lebih, maka
perusahaan  yang bersangkutan wajb
segera memperbaharu sesual dengan
Peraturan  dacrah 1ni,  dan apabila
setelah Peraturab daerah ini ditetapkan
belum mencapar 5 (hma) tahun maka
(L. TD! atau lzin Perluasan masih
tetap berlaku sampai mencapal masa 3
(lima)  tahun  sejak  diterbitkan,
kemudian setelah itu perusahaan wajb

memperbaharul sesual dengan
Peraturan Daerah ini.
Pasal 27 s/d 28 Cukup jelas
20
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